BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR I TAHUN 2016

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NGAWI,

Menimbang :bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan sebagai perwujudan dari Rencana
Kerja Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 yang dijabarkan
ke dalam kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati
bersama antara Pemerintah Kabupaten Ngawi dengan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2017.

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 ,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);



13.

14.

15.

16.

17.

18.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah dubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 17 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik  Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5155);



19.

20.

21.

22.

23

24,

25.

26.

27.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46 14);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi
Pemerintah  (Lembaran Negara  Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008
tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5261);

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5351);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5210);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);
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31.

32.

33.

34.
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36.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57 17);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864,

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36
Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 /PMK.07/2016 tentang
Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil
Cukai Hasil Tembakau;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;



37.

38.

39.

40.

41.

42.

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 15 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2004 Nomor 16),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Ngawi Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Ngawi Tahun 2007 Nomor 09);

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 14 Tahun 2006
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2006 Nomor 14)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Ngawi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 14
Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
(Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 05);

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2007 Nomor 07);

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2009
tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Ngawi Tahun 2009 Nomor 07) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Investasi
Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi
Tahun 2010 Nomor 04);

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 20 Tahun 2010
tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
(Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 20)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 20
Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi
Tahun 2016 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Ngawi Nomor 214);

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 25 Tahun 2012
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ngawi pada
Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi
Tahun 2012 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi
Nomor 25 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah
Kabupaten Ngawi pada Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan
Rakyat Syariah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah
Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 03);



43.

44.

45.

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 12 Tahun 2015
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ngawi
kepada Perusahaan Daerah Sumber Bhakti (Lembaran Daerah
Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi
Tahun 2016 Nomor 06, Tambahan Lebaran Daerah Kabupaten
Ngawi Nomor 218);

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 08,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 220).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI

dan
BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.
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Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 berjumlah

Rp

a.

b.

(1)

(3)

(@)

2.063.098.459.795,32 dengan rincian sebagai berikut :
Pendapatan Daerah Rp 1.949.513.030.278,20
Belanja Daerah Rp 2.005.672.065.877,12
Defisit Rp (56.159.035.598,92)
Pembiayaan Rp 103.085.429.517,12

Pasal 2

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah Rp 166.811.807.956,20
b. Dana Perimbangan Rp 1.510.912.735.888,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp 271.788.486.434,00

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa terdiri dari

Jjenis pendapatan :

a. Pajak Daerah Rp 37.160.700.000,00
b. Retribusi Daerah Rp 12.520.947.750,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp 9.285.191.785,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Rp 107.844.968.421,20

Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Rp 65.674.952.306,00
b. Dana Alokasi Umum Rp 1.115.689.481.582,00
c. Dana Alokasi Khusus Rp 329.548.302.000,00

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufc
terdiri dari jenis pendapatan :
a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya

Rp 86.917.867.434,00
b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp 184.870.619.000,00
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Pasal 3
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung Rp 1.317.171.756.813,12
b. Belanja Langsung Rp 688.500.309.064,00

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa terdiri dari
jenis belanja :

a. Belanja Pegawai Rp 969.823.851.170,90
b. Belanja Hibah Rp 33.886.375.000,00
c. Belanja Bantuan Sosial Rp 1.000.000.000,00
d. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota

dan Pemerintah Desa Rp 5.424.249.075,00
€. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota

dan Pemerintahan Desa dan partai politik Rp 304.789.142.715,26
f. Belanja Tidak Terduga Rp 2.248.138.851,96

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis belanja :

a. Belanja Pegawai Rp 30.392.579.521,00

b. Belanja Barang dan Jasa Rp 328.617.564.847,00

c. Belanja Modal Rp 329.490.164.696,00
Pasal 4

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan Rp 113.585.429.517,12
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp 10.500.000.000,00
Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri

dari jenis pembiayaan :

SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya Rp 113.585.429.517,12

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri:

a. Penyertaan Modal/ Investasi Pemerintah Daerah Rp 10.500.000.000,00

b. Pembiayaan Netto lebih Rp 103.085.429.517,12
Pasal §

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

a.

b.

Lampiran [ : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2017;
Daftar Pinjaman dan Obligasi Daerah

Lampiran II : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2017 menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi ;
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Lampiran Il : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja
dan Pembiavaan ;

Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program dan Kegiatan;

Lampiran V  : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan
Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan
Negara ;

Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan Per Jabatan ;

Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah ;

Lampiran VIIl : Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah ;

Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;

Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain ;

Lampiran XI : Dalftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum
diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini ;

Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah ; dan

Lampiran XIII : Daftar Pinjaman dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2017.

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memenuhi kriteria
belanja keadaan darurat meliputi :

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat

diprediksikan sebelumnya ;

tidak diharapkan terjadi secara berulang ;

berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah ; dan/atau

memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang

disebabkan oleh keadaan darurat.

Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga.

Dalam hal Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak mencukupi dapat

dilakukan dengan cara :

a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan
kegiatan lainnya dalam Tahun Anggaran 2017 ; dan/atau

b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

g oy

Pasal 7

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 termasuk belanja untuk keperluan

mendesak.

Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memenubhi kriteria :

a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia
dalam tahun anggaran berjalan;

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih
besar bagi pemerintah daecrah dan masyarakat; dan/atau

C.  program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer dan sudah jelas peruntukannya.



- -11-
Pasal 8

(1) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diformulasikan terlebih
dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar penyusunan DPA-SKPD.

(2) pDPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan Pengesahan oleh Kepala
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset setelah memperoleh persetujuan dari
Sekretaris Daerah.

) DPA-skPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tersebut sebagai dasar pengeluaran untuk
kegiatan-kegiatan dimaksud.

(4) Pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan
dalam laporan realisasi anggaran.

(5) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan keadaan darurat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
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Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.
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